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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkat 

rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaiakan 

Modul Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman tahun ajaran 2020/2021 

semester genap. 

       Modul mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini, 

merupakan pedoman bagi mahasiswa semester awal (semester 

2), sebagai mata kuliah lanjutan dari proses belajar setelah 

lulus Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu 

Hukum (PIH) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.  

         Modul ini, secara subtansi berisi rincian/tahapan 

perkuliahan Hukum Administrasi Negara yang diberikan 

selama semester genap tahun ajaran 2021-2022. Pada setiap 

pertemuan, modul ini akan disampaikan sebagai pedoman 

bagi mahasiswa untuk belajar lebih awal sebelum proses 

pembelajaran dimulai. 

         Metode dalam modul ini Hukum Administrasi Negara 

dengan cara one way, dan sebagian diberikan dengan metode 

Problem Based Learing yang terjadwal. Fungsi Modal ini untuk 

mempermudah mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan isi 

subtansi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara, 

sehingga harapannya mahasiswa membaca keseluruhan 

modul ini secara seksama. 

         Pada akhir, saya menyadari masih banyak kekurangan 

dari modul ini, untuk itu segala saran, kritik, masukan untuk 
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perbaikan modul ini. Terimakasih buat ayah Ibu yang selalu 

mendoakan dinda, sehat selalu.  Suami yang mendorong terus 

untuk berkarya atas motivasi dan doa-doanya.  

          Pada saat ini bangsa kita, menghadapi pendemi covig 

19, dampak dalam pola belajar dilakukan melalui daring. 

Proses pembelajaran dengan daring melalui zoom meeting, 

sebagai pengganti tatap muka, berakibat pada pola 

pembelajaran bagi mahasiswa. Adaptasi dengan ilmu dan 

teknologi, baik dosen dan mahasiswa, juga mempengaruhi 

proses pembelajaran, dan inovasi-inovasi baru selama 

perkuliahan dengan media daring. Semoga pendemi ini cepat 

berlalu, dan dapat melakukan proses pembelajaran tata muka 

antara dosen, mahasiswa, sehingga hasil dapat maksimal 

dalam penyampaian materi hukum administrasi negara. 

        Mahasiswa sebagai generasi Z, tentu sangat mudah 

mengakses informasi dan teknologi, dan beradaptasi 

teknologi. Proses pembelajaran daring, banyak tantangan dan 

harapan yang masih jauh sebagai bentuk proses pembelajaran 

tatap muka. Semoga modul ini, menjadi pegangan bagi 

mahasiswa dalam memahami hukum administrasi negara. 

        Sebaik-baik manusia, adalah manusia yang di dalam 

hidupnya banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Modul 

ini sebagai iktiar saya untuk memberi manfaat bagi mahasiswa. 

Ilmu ini saya tabur semoga tumbuh subur dan manfaat” 

amiin. 

 

                                            

   Samarinda, 20 Januari 2022 
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                                              Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H 
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MODUL 1 DAN 2 
 

KONSEP NEGARA HUKUM 

 

 

A. Latar Belakang Mempelajari Konsep Negara Hukum 

B. Tujuan Negara Hukum 

C. Jadwal Kegiatan Perkuliahan Pertama dan Kedua 

D. Penilian Perkuliahan Pertama Dan Kedua 

E. Kegiatan Dalam Perkuliahan Pertama 

 

1. Sejarah Hukum Administrasi Negara 

Sejarah Hukum Administrasi Negara, di awal saat di 

bawah jajahan Pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan 

hukum barat di tanah jajahan, dan setelah merdeka 

pemerintah Indonesia menerapkan asas konkrodasi, hukum-

hukum peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda tetap 

berlaku di wilayah Indonesia, selama negara belum membuat 

ketentuan peraturan perundang-undangannya yang baru.  

Hukum Administrasi Negara, pertama sebagai bagian 

Hukum Tata Negara, dan perkembanganya diajarkan terpisah 

di semua Fakultas Hukum. Penggunaan istilah hukum 

administrasi negara bermacam-macam, dan pengertian lain 

penyebutan sudah banyak diuraikan dalam sudut pandang 
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para ahli terkait hal tersebut.1 Dalam buku ajar ini, disebutkan 

dengan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan pedoman 

mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

 

2. Pengertian Negara Hukum 

Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum 

(rectstaat) yang dilawankan dengan negara kekuasaan 

(machtstaat) dirumuskan:2 “Negara hukum (rechtstaat), negara 

bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu 

tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat 

pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya 

jangan terganggu dan, agar semuanya berjalan menurut 

hukum.” 

Menurut D. Muntiaras mendefinisikan negara hukum 

sebagai berikut: 3 

“Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur 

dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala 

kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. 

Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut 

semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum 

itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, 

tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara 

hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-

kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk, 

                                                             
1 Lihat   Siti Kotijah, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Bab Hukum 

Administrasi Negara Edisi Revisi, MFA: Yogjakarta. hlm 76. 
 2 Jumars Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2019, Hukum Administrasi 

Negara dan Kebijakan layanan Publik, Nuasa Cendikia: Bandung, hlm, 24. 
3 D. Muntiaras, 1999, Tata Hukum Umum, Pustaka Islam: Jakarta, hlm.20. 
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dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-

undang negara.” 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 

negara hukum, dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan 

berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara 

hukum. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum, 

dalam bentuk beberapa modal sudah dijelaskan. 

Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 Amadamen ketiga yaitu: 

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk 

Republik; 

2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar; dan 

3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 

 

3. Pengertian Hukum Administrasi Negara 

Pengertian Hukum Administrasi Negara adalah hukum 

mengenai pemerintah di dalam kedudukan, tugas dan 

fungsinya sebagai administrator negara. Hukum administrasi 

negara secara sempit pada prinsipnya adalah hukum 

administrasi negara saja.4 Hukum Administrasi Negara secara 

luas adalah hukum mengenai penyelenggaraan apa saja yang 

mengandung aspek kebijakan pemerintahan dan hukum 

publik. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pada dasarnya 

pada permasalahan antara lain:5 

                                                             
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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a. Pemerintahan; 

b. Tata usaha negara; 

c. Pengurusan rumah tangga negara; 

d. Pembangunan; dan 

e. Pelestarian lingkungan hidup. 

 

Ada tiga (3) kata arti administrasi negara, yakni: 

a. Sebagai aparatur negaa, aparatur pemerintah, atau sebagai 

individu politik (ketatanegaran); 

b. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas 

melayani pemerintahan yakni sebagai kegiatan pemerin-

tahan operasional; dan 

c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan 

undang-undang 

 

4. Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum 

Modern 

Pemerintah suatu negara modern mempunyai 5 (lima) 

fungsi yaitu: 

1. Mengembangkan dan menegakkan persatuan nasional dan 

teritorial; 

2. Mengembangkan kebudayaan nasional yang seserasi-

seserasinya di atas semua kebudayaan suku, regional, 

daerah, dan sebagainya, agar terdapat kehidupan bangsa 

dan masyarakat yang rukun, sejahtera, dan makmur; 

3. Pemerintahan yang tugas menegakan wibawa dan 

kekuasaan negara, yang kegiatan berupa peraturan 
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perundang-undangann, pembinaan masyarakat negara, 

kepolisian, dan peradilan; 

4. Administrasi negara, tugas dan kegiatan berupa 

melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak 

(strategi, policy), serta keputusan-keputusan pemerintah 

secara nyata (implementasi), menyelenggarakan undang-

undang (sesuai peraturan perundang-undangan); dan 

5. Bisnis (niaga), adalah kegiatan yang teratur (terognized) dan 

kontinu melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau 

kebutuhan masyarakat sambil menciptakan dan 

memperoleh pendapatan (income revenue).6 

 

5. Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia 

Hukum Administasi Negara berkembang dan menjadi 

ilmu sendiri sebagai mata kuliah dasar pada ilmu hukum. 

Hukum Administrasi Negara mengalami perubahan 

signifikan dengan diundangkan UU No.30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintah disingkat (UU AP). UU AP 

dapat dikatakan sebagai hukum materiil dari Hukum 

Administrasi Negara. UU AP secara subtansi Hukum 

Administrasi Negara secara jelas standar, memberi pedoman 

sebagai dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintah 

dan warga masyarakat dalam adminsitrasi pemerintahan.  

                                                             
6 S. Prajudi Atmosudurjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia: 

Jakarta, hlm. 12. 
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Dalam perkembanganya penyelenggaran administrasi 

pemerintahan ini, secara Hukum Administrasi Negara 

mengadopsi des Bundes (UU Prosedur Administrasi Negara 

Federal Jerman).7 Prakteknya penyelenggaraan negara tidak 

berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan 

penyelenggaraan pemerintahan itu, semua bermuara pada 

hukum. Kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukan 

tanpa persyaratan. Semua bermuara pada asas legalistasi atau 

aturan hukum (ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)).  

 

Tugas Individu 

a) Dalam modul 1 dan 2, ada sub bahasan, silakan 

kembangkan untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan terkait pokok bahasan dengan mendowland 

modul 1 sebanyak 5 (lima) jurnal dan modul 2 sebanyak 5 

(lima) jurnal, setalah anda buat ringkasan setiap jurnal 1 

(satu) halaman, atau maksimal 3 (tiga) halaman; dan 

b) Dari dowland jurnal itu, yang tidak anda mengerti, dan 

pahami, silakan buat 2 (dua) pertanyaan dan 2 (dua) 

jawaban. 

 

 

 

                                                             
7 Negara yang sudah menerapkan seperti UU AP, Spanyol dengan 

Azcarate sejak 1889, Austria memiliki Allgemeines Verwaltungsverfahrensgetez 
(1921), Amerika Serikat, Administrative Prosedure Act (1946), Italia, 
Administrative Code (1990), dan Belanda dengan Administratief Wet Bestuusrecht 
(AWB) 
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lain. Dalam setiap aktivitas sertakan Tuhan doa 
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